
BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR ~ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelakw.:(fu:JrBn]
Jember Nomor 3 Ta , hususnya

Atas Tanah dan
pati Jember Nomor 38

a ungutan Bea Perolehan Hak
, sebagaimana telah diubah dengan

er Nomor 5 Tahun 2014;
bal!~:;'-'elaksanaan kewenangan di bidang Pajak Daerah
an Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka
penyempurnaan Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan, khususnya ketentuan mengenai Dasar
Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan dan Tata Cara Pernungutan, perlu ditinjau
kernbali dan diadakan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor
38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 or
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia un 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara R ik
Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor
Negara (Lembaran Negara .'-.....~~LlJ.JI.n.

47, Tambahan Lembasan
4286);

7. Undang-____,.,..,_
GprJ;rtnb

ten tang 8angunan
Indonesia Tahun 2003

Negara Republik Indonesia

omor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan
a mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan
Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4050);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat
dan Tata Cara Penyadaraan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggun
Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan iak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republi ndonesia
Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembara ara Republik
Indonesia Nomor 4051);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 T
Besarnya Nilai Jual Kena P........"",.-,
dan Bangunan (Lem~~ ......
2002 Nomor 50

n 2005 tentang Pengelolaan
a egara Republik Indonesia Tahun

ambahan Lembaran Negara Republik
005 Nomor 4578);

rat r emerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
p"..;::;;t.Keriandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2008 Nomor 14);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2011 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun
2009 Nomor 1);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);

29.Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati J er
Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Je er Tahun
2014 Nomor 5);

Menetapkan: PERATURAN DUA ATAS
N 2011 TENTANG

dalam Peraturan Bupati Jember
I-S'y....rnor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2011 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9),
sehingga Pasa19 berbunyi sebagai berikut :

Pasa19

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP).

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;



f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
adalah nilai pasar;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah
nilai pasar;

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

1. pemberian hak barn atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak adalah nilai pasar;

j. pemberian hak barn atas tanah di luar pelepasan hak
adalah nilai pasar;

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
1. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/ atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi

yang tercantum dalam risalah lelang.
(3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n__·....,.....~
diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yan 'gunakan
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Ban (PBS) pada
tahun terjadinya perolehan, dasar ge a
adalah NJOP Pajak Bumi dan (

(4) Dalam hal NJOP-PBB s~oqf>p..~..p'l''''''&P-

sebagaimana dimaksud pada
di Kantor Pelayanan Pajak atau

erwenang.
es a Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

OPI'KP) adalah ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat termasuk suami/Istri, NPOPI'KP ditetapkan sebesar
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(9) Besamya Mnai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(MPOPTKP)sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat
(8) diberikan hanya satu kali untuk setiap Wajib Pajak
dalam I (satu) tahun kalender.

2. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2),
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasalll

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah



dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP)sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (7) dan
ayat (8) dengan formulasi sebagai berikut:

BPHTB = 5% x (NPOP- NPOPTKP)

(2) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah
tidak dikurangi NUaiPerolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9)dengan
formulasi sebagai berikut:

BPHTB= 5% x NPOP

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf (f) dan huruf (j) diubahdan
ditambahkan diubah huruf (I), huruf (m) dan huruf [n), sehingga
Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal20

(3) Penyampaian permohon
sebagaimana dimaksu
pendukungyan~~_>-.&~
a. Surat k
b.SS

~, ..u~uasakan) ;
oleh Bendahara

t n
1J eli (bermaterai cukup);

r mberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak
In~rY- .....angunan untuk tahun perolehan;

m hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
belum terbit dapat digantikan dengan keterangan NJOP
dari instansi terkait;

f. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/Struk ATM
bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)/bukti pembayaran PBB lainnya atau Surat
Keterangan Lunas Pembayaran PBB dad Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

g. Fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak (dalam hal
dikuasakan) ;

h. Fotokopi identitas Wajib Pajak/pembeli (dapat berupa Kartu
Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/Pasport/ Akte
Kelahiran};

i. Fotokopi identitas Wajib Pajak/penjual (dapat berupa Kartu
Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Pasport/ Akte
Kelahiran);

J. Fotokopi Kartu Keluarga danl atau Surat Keterangan
Hubungan Keluarga, dalam hal wads dan hibah;

k. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/bangunan atau sertifikat
objek perolehan hak;

1. Fotokopi Akta Pemindahan Hak yang sudah dUegalisir
oleh PPATIPPATS;



m.Lampiran Surat Keputusan Pengurangan dari Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan fotokopi
perjanjian kredit bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah
Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana, serta
Rumah Sangat Sede'rhana (RSS) yang diperoleh langsung
dari pengembang dan dibayar secara angsuran di bank;
dan

n. Lampiran Surat Keputusan Pengurangan dad Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bagi Wajib Pajak
pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat
kebawah.

Pasal n

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diund

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin
Peraturan Bupati ini dengan penemp a d......,...~1
Kabupaten Jember.

2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDYS

iundangkan di Jember
pada tanggal J.? \..IV'! \ 2021

Utama Muda
'1~~~0215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 45"




